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PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH 

PEKERJA/BURUH DI BAWAH UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 13 TAHUN 2003 Supardi e-mail: ……….. Program Studi Magister Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ABSTRAK Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PERUSAHAAN YANG 

MEMBAYAR UPAH PEKERJA/BURUH DI BAWAH UPAH MINIMUM BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003” dengan tujuan untuk mengetahui 

penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah pekerja/buruh di 

bawah upah minimum.  

 

Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian 

ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan beserta 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa 

terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti 

menyatakan bahwa Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar 

upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota Apabila perusahaan 

melanggar ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka pekerja dapat menempuh 

upaya pidana yakni melaporkan ke pihak pengawas ketenagakerjaan.  

 

Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah 

minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. 

Sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Kata Kunci: sanksi pidana, pekerja/buruh, upah minimum, perusahaan 

ABSTRACT Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul “PENERAPAN SANKSI 



PIDANA BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH PEKERJA/BURUH DI BAWAH 

UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003” 

dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang 

membayar upah pekerja/buruh di bawah upah minimum.  

 

Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian 

ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan beserta 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa 

terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti 

menyatakan bahwa Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar 

upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota Apabila perusahaan 

melanggar ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka pekerja dapat menempuh 

upaya pidana yakni melaporkan ke pihak pengawas ketenagakerjaan.  

 

Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah 

minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. 

Sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Keywords: criminal sanctions, workers/laborers, minimum wages, 

companies PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyampaikan, bahwa semua orang berhak 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.  

 

Pasal itu menerangkan bahwa sudah menjadi tugas kita untuk mengupayakan agar 

semua orang yang ingin dan sanggup untuk bekerja, agar bisa memperoleh pekerjaan 

yang sama dengan apa yang diinginkannya, dan semua orang yang bekerja agar bisa 

mendapatkan pendapatan, yaitu berupa upah yang memadai untuk hidup layak bagi diri 

mereka sendiri maupun keluarganya. Perwujudan dari pasal itu adalah melalui 

dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 

Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan 

bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang 

berlandaskan pada suatu perjanjian kerja yang memiliki unsur upah, perintah, dan 

pekerjaan.  

 

Tenaga kerja/Buruh merupakan tiang utama memiliki banyak kontribusi terhadap 

jalannya aktivitas roda perekonomian, terutama dalam proses penciptaan produksi 

sampai produk yang dihasilkan baik dalam bentuk barang maupun jasa sampai kepada 

konsumen (distribusi). Waktu, tenaga dan kemampuannya benar-benar dapat 

dimanfaatkan secara optimal bagi organisasi, maupun bagi kepentingan individu. 



Melihat sangat pentingnya peranan tenaga pekerja/buruh sebagai sumber daya 

manusia dalam proses produksi sehingga diharapkan pekerja/buruh dapat bekerja lebih 

produktif dan profesional dengan didorong oleh rasa aman dalam melakukan segala 

aktivitasnya.  

 

Oleh karena itu unsur manusia dalam perusahaan harus dikelola dengan baik untuk 

menunjang produktivitas perusahaan supaya perusahaan dapat unggul/maju dalam 

persaingan usaha. Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi 

pekerja/buruh, yaitu melalui upah. Upah pekerja merupakan masalah yang harus 

dipikirkan dan terpenting bagi perusahaan, karena upah dapat mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap pekerja. Apabila upah yang diberikan dirasa sudah sesuai 

dengan jasa atau pengorbana yang diberikan maka pekerja/buruh akan tetap bekerja 

dan lebih diat dalam bekerja.  

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 disampaikan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan. Jika nilai upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut dinilai 

tidap mencapai atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja maka 

pekerja/buruh tidak akan menerima pekerjaan tersebut.  

 

Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu kinerja yang dilakukan oleh 

pekerja/buruh, mereka akan bersemangat ketika upah seimbang dengan apa yang 

sudah mereka kerjakan. Upah yang seimbang akan memotivasi pekerja untuk lebih 

maksimal bekerja di perusahaan tersebut pastinya mempunyai pengaruh juga bagi 

pendapatan perusahaan. Terwujudnya keselarasan dalam lingkup kerja mengenai 

pengupahan tersebut, Diikuti dengan kewenangan otonomi pemerintah daerah 

setempat standar penetapan upah minimum berdasarkan upah minimum propensi dan 

perhitungan nilai kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan tingkat 

perekonomian di masing-masing sektor wilayah tersebut sebagai acuan dalam 

penetapan standar upah bagi setiap perusahaan.  

 

Hal yang wajib diperhatikan dalam suatu perusahaan adalah perlindungan tenaga 

kerjanya, perlindungan tenaga kerja ini meliputi aspek-aspek yang sangat luas yaitu 

perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang 

sesuai dengan manusia dan moral agama. Pada kenyataan upah yang diterima oleh 

tenaga kerja disebagian besar provinsi adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan 

kebutuhan hidup layak. Kenaikan harga akan berakibat pada kenaikan kebutuhan hidup 



layak. Dilihat dari sisi perusahaan, upah adalah biaya, yang selanjutnya akan dibebankan 

kepada konsumen melalui harga.  

 

Upah Minimum Propinsi (selanjutnya disingkat UMP) biasanya digunakan sebagai acuan 

untuk menetapkan upah pekerja di sektor formal, oleh karena itu kenaikan UMP yang 

lebih tinggi daripada produktivitas pekerja akan merugikan perusahaan karena dapat 

menaikkan biaya produksi. Menurut Yustisia dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, biaya produksi yang tinggi berarti harga output selanjutnya akan 

menurunkan penggunaan faktor produksi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang 

berpendidikan rendah. Sistem dan asas pengupahan merupakan kerangka bagaimana 

upah ditata dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.  

 

Pengupahan di Indonesia umumnya didasarkan kepada tiga (3) fungsi upah yaitu: a) 

menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya; b) mencerminkan prestasi atas 

hasil kerja seseorang; c) menyediakan insentif untuk mendorong peringkatan 

produktivitas pekerja. Beberapa pakar ekonomi menyatakan bahwa penetapan upah 

minimum dapat menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonomi yang lain 

dengan bukti empirik menyatakan bahwa penerapan upah pekerja minimum tidak selalu 

sama dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan dapat mampu mendorong proses 

pemulihan ekonomi, pengupahan karyawan merupakan bentuk pemberian kompensasi 

yang diberikan majikan kepada pekerja/buruh sebagai bentuk imbalan karena telah 

melakukan pekerjaannya.  

 

Dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa upah setiap pekerja sudah diatur dalam 

peraturan di masing-masing daerah, dan diharapkan tidak boleh kurang dari ketentuan 

upah yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Namun faktanya banyak 

perusahaan atau PT yang menggaji pekerja/buruh di bawah Upah Minimum Regional 

(UMR). Tentunya hal ini merugikan para pekerja karena upah kurang mencukupi untuk 

kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk menyusun tulisan dalam tesis dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi 

Perusahaan Yang Membayar Upah Pekerja/Buruh berada Di Bawah Upah Minimum 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.  

 

RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka 

permasalahan dari penyusunan tesis ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana 

bagi perusahaan yang membayar upah pekerja/buruh di bawah upah minimum? 

PENDEKATAN MASALAH Pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini 

dua (2) yaitu : pendekatan menurut perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) adalah “Penelitian yang dilakukan untuk menelaah semua 



undang-undang dan untuk meregulasi yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang 

sedang ditangani”._  

 

Dalam pendekatan perundang-undangan ini akan diteliti perundang-undangan yang 

terkait dengan hukum kenotariatan, hukum pembuktian dan hukum kearsipan. Adapun 

pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah “Pendekatan yang bermula dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 

Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum tersebut 

merupakan sandaran bagi peneliti dalam menempa suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi”._  

 

Kekususan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian ini adalah 

penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, putusan 

atau hal lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk dalam kerangka menyusun 

teori-teori baru. Dan bertujuan menggambarkan perturan yang berlaku secara 

menyeluruh, sistematis, dan akurat. PEMBAHASAN Penegakan Sanksi Pidana Terhadap 

Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Setiap pekerja/buruh mempunyai hak mendapat penghasilan yang 

memenuhi ukuran yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu mendapatkan kebutuhan 

hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar._ Pengupahan pekerja/buruh 

termasuk bagi satu aspek penting dalam memberikan perlindungan pekerja/buruh.  

 

Motivasi utama seorang bagi seorang pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan antara 

lain mendapatkan nafkah (upah). Upah adalah hak bagi pekerja/buruh dan bersifat 

sensitif. Karenanya, sering kali pengupahan dapat menimbulkan perselisihan. Upah 

pekerja/buruh yang diterima sangatlah penting sekali bagi berlangsungnya kehidupan 

mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena penerimaan upah 

seseorang diwujudkan sebagai impian cita-citanya yang sekaligus juga dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup bagi kemanusiaan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki 

seseorang sangat mempengaruhi penerimaan upah._  

 

Dalam penegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dijumpai 

kesenjangan antara das sain (teori) dan das sollen (praktek) hingga selalu muncul 

diskrepansi antara law in the books dan law in action. Kesenjangan ini berakibat adanya 

perbedaan pandangan dengan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan 

terhadap pekerja/buruh) dengan kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan). 

Hukum Ketenagakerjaan menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara 

maksimal, namun bagi pihak perusahaan hal tersebut justru dirasa menjadi suatu 

rintangan dalam meraih laba/keuntungan.  

 



Kesenjangan itu dapat terjadi antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) 

yang dalam praktik Pembayaran upah bagi pekerja/buruh ini disamping merugikan 

pekerja/buruh juga berpengaruh pada produktivitas kerja mereka. Robert Owen 

(1771-1858) satu rangkaian sikap pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas karena terkait dengan motivasi untuk 

meningkatkan prestasi kerja. Pekerja/buruh akan bekerja lebih keras apabila mereka 

percaya bahwa perusahaan memperhatikan kesejahteraan mereka, fenomena inilah 

yang disebut sebagai Hawthorne effect, bahwa organisasi dapat memotivasi karyawan 

sama efektifnya atau lebih baik menunjukkan kepedulian terhadap masalah 

dibandingkan dengan benar-benar meningkatkan kondisi kerja mereka._  

 

Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di 

bawah UMK tentu sangat penting untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dan 

menghindarkan tenaga kerja dari eksploitasi terhadap tenaganya. Dirham Fathurusi 

dalam artikel penelitian hukum menjelaskan bahwa penggunaan hukum pidana dalam 

mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan, 

operasional kebijakan hukum pidana dengan sarana penal dapat dilakukan melalui 

proses yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:_ 1.  

 

Tahap Formulasi Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai pengaturan tentang 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tenaga kerja dan penegakan hukumnya apabila 

perusahaan membayar upah tenaga kerja di bawah UMK sebagaimana yang telah diatur 

di dalam Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Apabila perusahaan melanggar 

ketentuan tersebut maka pekerja dapat menempuh upaya hukum pidana dengan 

melaporkan ke pihak pengawas ketenagakerjaan. Ancaman pidana bagi para pengusaha 

yang pekerjanya dibayar upah di bawah upah minimum merupakan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.  

 

Sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 2. Tahap Aplikasi Pada tahap aplikasi ini, pengawas ketenagakerjaan 

melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan 

pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa 

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan 

Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” 3.  

 



Tahap Eksekusi Setelah terdakwa divonis oleh hakim atas perbuatannya yang melanggar 

ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, selanjutnya dilakukan eksekusi 

terhadap terdakwa dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan sanksi pidana terhadap 

perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK), memang perlu dilakukan untuk melindungi tenaga kerja dari 

kesewenangan pengusaha. Menurut pendapat Fathoni, perlindungan tenaga kerja dapat 

dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:_ 1. Perlindungan secara ekonomis, yaitu 

perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja 

tidak bekerja diluar kehendaknya.  

 

2. Perlindungan sosial, yaitu merupakan perlindungan tenaga kerja dalam wadah 

jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk 

berorganisasi. 3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan. Lebih lanjut Fathoni menjelaskan bahwa perlindungan 

hukum tenaga kerja dibagi menjadi tiga (3) macam yaitu Perlindungan ekonomis, 

Perlindungan sosial dan Perlindungan teknis.  

 

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan 

sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Pelanggaran dilakukan oleh 

pengusaha maka peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan 

kewenangannya, termasuk juga penegakan hukum dengan prosedur dan mekanisme 

yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja artinya untuk menjamin 

hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi berdasarkan apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Ada beberapa 

aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja antara lain Keselamatan dan 

kesehatan kerja, Program jaminan sosial pekerja, waktu kerja, upah dan cuti._  

 

Selain itu, posisi tenaga kerja yang lemah seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan 

untuk mengekpolitasi tenaganya demi meraih keuntungan dengan cara yang mudah 

dan murah. Selain dapat menempuh jalur pidana sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas, tenaga kerja yang dirugikan akibat upah yang dibayarkan perusahaan di bawah 

UMK dapat pula menempuh langkah hukum lain untuk memperjuangkan haknya. 

Mengingat hukum pidana adalah upaya terakhir (ultimum remidium), untuk 

memperkaya bahasan dalam tesis ini, penulis menambahkan beberapa langkah hukum 

lain yang dapat dilakukan apabila perusahaan membayar upah di bawah UMK.  

 

Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Sanksi Hukum Pidana Bagi Perusahaan 



Membayar Upah Tenaga Kerja di Bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota Salah satu 

masalah aktual dalam bidang ketenagakerjaan saat ini adalah masalah pelaksanaan 

upah minimum. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi unjuk rasa atau mogok kerja oleh 

para pekerja yang umumnya menuntut adanya kenaikan upah atau peningkatan 

kesejahteraan mereka. Hal tersebut terjadi karena setiap perusahaan umumnya 

berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerjanya, dan sebaliknya 

pekerja ingin memperoleh upah yang sebesar-besarnya dari pengusaha sebagai balas 

jasa yang ia berikan.  

 

Sehingga antara pengusaha dan pekerja sering terjadi pertentangan, dimana 

masing-masing pihak berusaha memperjuangkan kepentingan masing-masing. Untuk 

menghindar-kan pekerja dan pengusaha dari konflik berkepanjangan, UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai upah minimum Provinsi, 

Kabupaten/Kota. Di dalam UU Ketenagakerjaan telah dimuat secara tegas sanksi pidana 

bagi perusahaan yang membayar upah dibawah Upah Minimum, yakni pidana penjara 

paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat 

ratus juta rupiah).  

 

Namun disayangkan, walaupun telah ada perangkat hukum yang mengatur sanksi 

pidana bagi perusahaan yang membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) penegakan sanksi pidananya masih jarang kita temui. Bahkan 

kasusnya pun jarang sampai pada tingkat peradilan pidana. Salah satu masalah aktual 

dalam bidang ketenagakerjaan saat ini adalah masalah pelaksanaan upah minimum. Hal 

ini terlihat dari seringnya terjadi unjuk rasa atau pemogokan oleh para pekerja yang 

umumnya menuntut adanya kenaikan upah tau peningkatan kesejahteraan mereka.  

 

Hal tersebut terjadi karena setiap perusahaan umumnya berusaha mendapat 

keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerjanya, dan sebaliknya pekerja ingin 

memperoleh upah yang sebesar-besarnya dari pengusaha sebagai balas jasa yang ia 

berikan. Sehingga antara pengusaha dan pekerja sering terjadi pertentangan, dimana 

masing-masing pihak berusaha memperjuangkan kepentingan masing-masing. 

Minimnya penegakan sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah di bawah 

UMK masih mengalami hambatan. Soerjono Soekanto bahwa ada lima faktor yang 

dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum yakni:_ Dalam penegakan sanski 

pidana bagi perusahaan yang membayar upah tenaga kerja dibawah Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK), ditemukan beberapa hambatan yaitu: a. Faktor Hukum Ditinjau 

dari segi hukumnya, adanya kepincangan dari substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  

 



Dimana beberapa aturan pelaksananya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, Permenaker, Permenakertrans, Kepmenaker dan Kepmenakertrans sudah ada 

sebelum undang-undang itu lahir. Kelemahan lain dalam substansi hukum 

ketenagakerjaan adalah dapat terbuka peluang dan potensi yang dapat menghambat 

pemenuhan hak-hak dasar pekerja/buruh, hal ini disebabkan karena terdapat ketentuan 

ketentuan mengenai hak-hak pekerja/buruh dalam peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan yang tidak terlindungi dengan penerapan sanksi apabila pengusaha 

tidak memenuhinya.  

 

Dalam substansi hukum ketenagakerjaan jika dikaitkan dengan azas hukum atau 

principles of legality yang berimplikasi pada Kontradiksi antara Kepmenakertrans 

Nomor: Kep-220/Men/X/2004 dengan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dishamonisasi antara beberapa peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan mengenai 

otonomi daerah, juga menyebabkan adanya tarik ulur kewenangan antara Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah atas supervisi dan kontrol terhadap Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan. b.  

 

Faktor Penegak Hukum Jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan 

jumlah Perusahaan yang diawasi, sesuai dengan data pengawasan jumlah pengawas: 41 

orang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan aktif yang kurang lebih 7000 

perusahaan, seorang pengawas melakukan pengawasan dalam jangka waktu 1 bulan 5x 

di setiap perusahaan. c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung Minimnya fasilitas dan 

sarana yang ada di Dinas Ketenagakerjaan, dapat dilihat dari fakta bahwa Pengawas 

Ketenagakerjaan/PPNS tidak memiliki perlengkapan dan fasilitas transportasi dan tidak 

memiliki kantor lokal.  

 

d. Faktor Masyarakat Masyarakat belum memahami hak-hak tenaga kerja. Selain itu 

masyarakat belum memahami prosedur pengupahan yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan 

pelaksananya. e. Faktor Kebudayaan Kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya 

penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, para pelaku usaha (perusahaan) dan 

tenaga kerja belum mempunyai pemahaman dan kesadaran hukum dalam mewujudkan 

pelaksanaan pemberian upah minimum. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan analisa dan 

pembahasan atas permasalahan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan: 

Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di 

bawah upah minimum Kabupaten/Kota, maka pekerja dapat menempuh upaya pidana 

yakni melaporkan ke pihak pengawas ketenagakerjaan.  

 

Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah 



minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. 

Sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Rekomendasi Dalam rangka perlindungan bagi pekerja/buruh atas 

pemberian upah tidak di bawah UMK, pekerja/buruh dapat melakukan upaya hukum 

pada PPHI dan melalui Pengadilan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh 

perusahaan yang memberikan UMK dalam hubungan industrialnya. DAFTAR PUSTAKA 

Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Berita Negara 
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Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.  
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Konstitusi No. 72 Tahun 2015. Keputusan Gubernur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2020. Buku: Abdul Khakim, 2009, 

Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prada Media 

Group, Jakarta.  
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